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ABSTRAK 
Teknologi blockchain telah membawa inovasi signifikan dalam berbagai bidang, termasuk 
transaksi keuangan. Namun, penggunaan teknologi ini juga memunculkan sejumlah tantangan 
hukum yang perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan implementasinya. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis tantangan hukum yang terkait dengan pengembangan teknologi 
blockchain, dengan fokus pada regulasi kontrak pintar dalam transaksi keuangan. Metode 
penelitian yang digunakan adalah gabungan dari studi literatur tentang regulasi blockchain dan 
kontrak pintar, analisis perbandingan terhadap berbagai kerangka hukum yang telah diterapkan 
di berbagai yurisdiksi, serta wawancara dengan para pakar hukum dan praktisi industri 
keuangan yang berpengalaman dalam implementasi teknologi blockchain.  Studi kasus akan 
memperhatikan berbagai aspek, mulai dari kejelasan hukum terkait keabsahan kontrak pintar, 
hingga pertanggungjawaban hukum dalam kasus pelanggaran atau kegagalan sistem. Metode 
penelitian yang digunakan meliputi studi literatur tentang regulasi blockchain dan kontrak pintar, 
serta analisis perbandingan terhadap berbagai kerangka hukum yang telah diterapkan di 
berbagai yurisdiksi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih 
baik tentang tantangan hukum yang dihadapi dalam pengembangan teknologi blockchain, serta 
memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kejelasan hukum dan keamanan 
dalam transaksi keuangan yang melibatkan kontrak pintar. Dengan demikian, penelitian ini akan 
memberikan kontribusi penting dalam upaya menghadapi tantangan hukum yang muncul seiring 
dengan perkembangan teknologi blockchain dalam konteks transaksi keuangan, serta 
membantu memperkuat kerangka regulasi yang diperlukan untuk mendukung inovasi yang 
berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berharga 
dalam mengatasi kompleksitas regulasi di tengah perkembangan teknologi blockchain. 
 
Kata Kunci: Teknologi blockchain, Tantangan hukum, Regulasi kontrak pintar, Transaksi 
keuangan, Analisis perbandingan hukum 
 

ABSTRACT 
Blockchain technology has brought significant innovations in various fields, including financial 
transactions. However, the use of this technology also raises a number of legal challenges that 
need to be overcome to ensure its successful implementation. This research aims to analyze the 
legal challenges associated with the development of blockchain technology, focusing on the 
regulation of smart contracts in financial transactions. The research methods used are a 
combination of literature studies on blockchain regulation and smart contracts, comparative 
analysis of various legal frameworks that have been implemented in various jurisdictions, as well 
as interviews with legal experts and financial industry practitioners experienced in the 
implementation of blockchain technology.  Case studies will pay attention to various aspects, 
ranging from legal clarity regarding the validity of smart contracts, to legal liability in case of 
system violations or failures. The research methods used include a literature study on blockchain 
regulation and smart contracts, as well as a comparative analysis of various legal frameworks 
that have been implemented in various jurisdictions. The results of this study are expected to 
provide a better understanding of the legal challenges faced in the development of blockchain 
technology, as well as provide policy recommendations to improve legal clarity and security in 
financial transactions involving smart contracts. As such, this research will make an important 
contribution to addressing the legal challenges that arise along with the development of 
blockchain technology in the context of financial transactions, as well as help strengthen the 
regulatory framework needed to support sustainable innovation. As such, the research will make 
a valuable contribution in addressing regulatory complexities amid the development of 
blockchain technology. 
 
Keywords: Blockchain technology, Legal challenges, Smart contract regulation, Financial 
transactions, Legal comparative analysis 
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1. PENDAHULUAN 
Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi 

blockchain telah menjadi perhatian utama dalam 
berbagai industri, termasuk sektor keuangan. 
Blockchain, yang pertama kali dikenalkan sebagai 
infrastruktur untuk mata uang digital seperti 
Bitcoin, kini telah berkembang menjadi platform 
yang memungkinkan transaksi aman, transparan, 
dan terdesentralisasi di banyak bidang[1],[2]. 
Keunggulan teknologi ini termasuk keamanan 
yang tinggi, keterlacakan yang baik, dan 
keandalan sistem tanpa perlu pihak perantara. 
Inovasi yang dihasilkan dari teknologi blockchain 
tidak hanya memengaruhi cara kita melakukan 
transaksi, tetapi juga mengubah lanskap hukum 
yang terkait dengan transaksi tersebut. Salah satu 
aspek yang muncul dengan penggunaan 
teknologi blockchain adalah konsep "kontrak 
pintar" atau smart contracts. Kontrak pintar adalah 
program komputer yang dirancang untuk 
mengeksekusi, menegosiasikan, atau 
mengamankan kontrak secara otomatis ketika 
kondisi yang ditetapkan terpenuhi. Kontrak pintar 
menggunakan kode untuk mengatur dan 
mengeksekusi transaksi, dan dikonfirmasi oleh 
jaringan blockchain[3]. Potensi kontrak pintar 
adalah menghilangkan kebutuhan akan pihak 
ketiga untuk menegosiasikan atau mengelola 
kontrak, sehingga meningkatkan efisiensi dan 
mengurangi biaya. Namun, seperti halnya setiap 
inovasi teknologi, penggunaan kontrak pintar juga 
menimbulkan sejumlah tantangan hukum yang 
perlu diatasi. Pengaturan yang belum jelas, 
keamanan yang rentan terhadap serangan, 
pertanggungjawaban hukum dalam kasus 
pelanggaran, dan kepastian hukum terkait 
keabsahan kontrak pintar adalah beberapa dari 
banyak isu hukum yang muncul dalam 
pengembangan teknologi blockchain[4]. Penelitian 
tentang tantangan hukum dalam pengembangan 
teknologi blockchain, khususnya terkait dengan 
regulasi kontrak pintar dalam transaksi keuangan, 
merupakan langkah yang penting dan relevan 
dalam konteks perkembangan teknologi 
modern[5]. Sejak awal kemunculannya, 
blockchain telah mengubah paradigma dalam 
banyak aspek kehidupan, termasuk cara kita 
bertransaksi secara finansial. Konsep yang 
mendasari teknologi ini, yang terdiri dari rantai 
blok transaksi yang aman dan terenkripsi, telah 
memberikan fondasi yang kokoh untuk 
pembangunan sistem-sistem baru yang 
memungkinkan transaksi tanpa perlu 
kepercayaan pada pihak ketiga[6]. Salah satu 
inovasi paling menarik dari teknologi blockchain 
adalah kontrak pintar. Kontrak pintar 
memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam 
sebuah transaksi untuk menetapkan perjanjian 
dan mengotomatisasi pelaksanaannya 

berdasarkan serangkaian kondisi yang telah 
ditentukan. Dengan kata lain, kontrak pintar 
adalah kode pemrograman yang berjalan di atas 
blockchain dan mengatur eksekusi perjanjian 
tanpa kebutuhan akan perantara manusia. Ini 
memiliki potensi untuk mengubah cara kita 
melakukan bisnis, karena dapat meningkatkan 
efisiensi, mengurangi biaya, dan mengurangi 
risiko kesalahan manusia. Namun, di balik potensi 
besar yang ditawarkan oleh kontrak pintar, 
terdapat berbagai tantangan hukum yang perlu 
diatasi. Salah satunya adalah kejelasan hukum 
terkait dengan keabsahan kontrak pintar. Karena 
kontrak pintar beroperasi di atas kode 
pemrograman, pertanyaan muncul mengenai 
apakah kontrak semacam itu memiliki kekuatan 
hukum yang sama dengan kontrak tradisional[7].  

Selain itu, aspek-aspek lain yang perlu 
dipertimbangkan adalah privasi, perlindungan 
konsumen, dan pertanggungjawaban hukum 
dalam kasus pelanggaran atau kegagalan sistem. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi isu-isu 
tersebut secara lebih mendalam, khususnya 
dalam konteks transaksi keuangan. Transaksi 
keuangan merupakan salah satu bidang yang 
paling terpengaruh oleh perkembangan teknologi 
blockchain dan kontrak pintar[8]. Penggunaan 
kontrak pintar dalam transaksi ini menimbulkan 
sejumlah pertanyaan hukum yang kompleks yang 
perlu dijawab agar penggunaan teknologi ini 
dapat berkembang dengan lancar dan aman. 
Studi kasus akan menjadi pendekatan yang efektif 
dalam memahami tantangan hukum yang 
dihadapi dalam pengembangan teknologi 
blockchain.  

Dengan memeriksa berbagai kerangka 
regulasi di berbagai yurisdiksi, kita dapat 
memperoleh wawasan yang lebih baik tentang 
bagaimana negara-negara berbeda menghadapi 
isu-isu hukum ini. Studi ini juga dapat membantu 
dalam mengidentifikasi praktik terbaik dan 
memberikan dasar untuk pengembangan regulasi 
yang lebih baik di masa depan.Metode penelitian 
yang akan digunakan mencakup studi literatur 
yang komprehensif untuk menganalisis kerangka 
hukum yang ada, serta analisis perbandingan 
terhadap regulasi di berbagai yurisdiksi. Selain itu, 
wawancara dengan para ahli hukum dan praktisi 
industri keuangan yang berpengalaman akan 
memberikan wawasan yang berharga tentang 
tantangan dan peluang yang dihadapi dalam 
implementasi teknologi blockchain dan kontrak 
pintar[9]. Dengan menggunakan pendekatan ini, 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
pemahaman yang lebih baik tentang tantangan 
hukum yang dihadapi dalam pengembangan 
teknologi blockchain. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan dasar bagi 
perbaikan regulasi yang diperlukan untuk 
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mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan 
dalam penerapan teknologi blockchain dalam 
transaksi keuangan. penelitian ini bertujuan untuk 
menyelidiki dan menganalisis tantangan hukum 
yang terkait dengan pengembangan teknologi 
blockchain, khususnya dalam konteks 
penggunaan kontrak pintar dalam transaksi 
keuangan. Transaksi keuangan adalah salah satu 
area yang paling terpengaruh oleh perkembangan 
teknologi blockchain, dan penggunaan kontrak 
pintar dalam transaksi ini menimbulkan sejumlah 
pertanyaan hukum yang kompleks[10]. Penelitian 
ini akan memperdalam pemahaman tentang isu-
isu hukum yang muncul seiring dengan 
perkembangan teknologi blockchain dan 
penggunaan kontrak pintar. Melalui studi kasus 
yang mendalam, kita dapat mengidentifikasi 
perbedaan dalam pendekatan hukum antara 
negara-negara yang berbeda, serta mengevaluasi 
keberhasilan atau kegagalan berbagai kerangka 
regulasi yang telah diterapkan di berbagai 
yurisdiksi[11].  

Metode penelitian yang akan digunakan 
meliputi studi literatur yang komprehensif untuk 
menganalisis kerangka hukum yang ada, serta 
analisis perbandingan terhadap regulasi di 
berbagai yurisdiksi. Selain itu, wawancara dengan 
para ahli hukum dan praktisi industri keuangan 
yang berpengalaman akan memberikan wawasan 
yang berharga tentang tantangan dan peluang 
yang dihadapi dalam implementasi teknologi 
blockchain dan kontrak pintar. Dengan 
menggunakan pendekatan ini, penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 
berharga dalam memahami dan mengatasi 
tantangan hukum yang muncul seiring dengan 
pengembangan teknologi blockchain dalam 
konteks transaksi keuangan. Tujuan akhir dari 
penelitian ini adalah untuk memberikan 
rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan 
kejelasan hukum dan keamanan dalam 
penggunaan kontrak pintar dalam transaksi 
keuangan, serta membantu memperkuat 
kerangka regulasi yang diperlukan untuk 
mendukung inovasi yang berkelanjutan dalam 
industri keuangan global[12]. 
 

2. METODOLOGI PENELITIAN 
Didalam penelitian yang diterapkan dalam 

studi ini dirancang untuk mendapatkan 
pemahaman yang mendalam tentang tantangan 
hukum dalam pengembangan teknologi 
blockchain, dengan fokus pada regulasi kontrak 
pintar dalam transaksi keuangan. Pendekatan 
metodologi yang diambil melibatkan serangkaian 
langkah yang berurutan untuk mencapai tujuan 
penelitian yang telah ditetapkan. Adapun langkah-
langkah yang dilakukan dalam proses penelitian 
ini yaitu 

Studi Literatur 
Langkah pertama adalah melakukan studi 

literatur yang komprehensif. Melalui studi literatur, 
akan dilakukan pencarian dan analisis terhadap 
artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, dokumen 
hukum, dan sumber daya lain yang relevan 
dengan topik penelitian ini. Studi literatur akan 
membantu dalam memperoleh pemahaman yang 
mendalam tentang kerangka hukum yang ada 
terkait dengan teknologi blockchain dan kontrak 
pintar dalam berbagai yurisdiksi. Selain itu, studi 
literatur juga akan memungkinkan identifikasi tren, 
tantangan, dan kesempatan yang berkaitan 
dengan regulasi kontrak pintar dalam transaksi 
keuangan. 

 
Analisis Perbandingan Hukum 

Langkah kedua adalah melakukan analisis 
perbandingan terhadap kerangka hukum yang 
telah dikumpulkan dari studi literatur. Analisis ini 
akan membandingkan regulasi kontrak pintar di 
berbagai yurisdiksi untuk mengidentifikasi 
perbedaan dan kesamaan dalam pendekatan 
hukum yang diterapkan. Tujuan dari analisis 
perbandingan hukum adalah untuk mendapatkan 
pemahaman yang lebih baik tentang variasi dalam 
regulasi kontrak pintar dan bagaimana perbedaan 
ini dapat mempengaruhi pengembangan teknologi 
blockchain secara global. 

 
Studi Kasus 

Langkah ketiga adalah melakukan studi 
kasus tentang implementasi regulasi kontrak 
pintar dalam transaksi keuangan di beberapa 
negara atau wilayah tertentu. Studi kasus ini akan 
dilakukan dengan menganalisis pengalaman 
praktis dalam mengimplementasikan regulasi 
terkait kontrak pintar. Kasus-kasus yang dipilih 
akan mewakili berbagai pendekatan hukum dan 
konteks sosial-ekonomi yang berbeda. Melalui 
studi kasus ini, diharapkan akan ditemukan 
pelajaran berharga tentang bagaimana regulasi 
mempengaruhi perkembangan teknologi 
blockchain dan kontrak pintar dalam konteks 
transaksi keuangan. 

 
Wawancara 

Langkah Keempat  adalah melakukan 
wawancara dengan para ahli hukum dan praktisi 
industri keuangan yang memiliki pengalaman 
dalam implementasi teknologi blockchain dan 
kontrak pintar. Wawancara ini akan memberikan 
wawasan yang mendalam tentang tantangan dan 
peluang yang dihadapi dalam menghadapi isu-isu 
hukum terkait. Wawancara juga akan membantu 
dalam memvalidasi temuan dari studi literatur, 
analisis perbandingan hukum, dan studi kasus 
yang telah dilakukan. 
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Penunjang Data 
Penelitian ini juga akan didukung oleh 

pengumpulan data tambahan dari sumber-sumber 
lain, seperti laporan statistik, dokumen kebijakan 
pemerintah, dan data sekunder lainnya yang 
relevan dengan topik penelitian. Penunjang data 
ini akan membantu dalam menguatkan temuan 
dan analisis yang dihasilkan dari studi literatur, 
analisis perbandingan hukum, studi kasus, dan 
wawancara. Dengan demikian, pengumpulan data 
tambahan akan memperkaya metodologi 
penelitian ini dan meningkatkan validitas dan 
reliabilitas temuan yang diperoleh. Dengan 
menggabungkan langkah-langkah tersebut, 
memberikan pemahaman yang holistik tentang 
tantangan hukum yang terkait dengan 
pengembangan teknologi blockchain, serta 
memberikan dasar bagi pengembangan regulasi 
yang efektif untuk mendukung pertumbuhan yang 
berkelanjutan dalam penerapan kontrak pintar 
dalam transaksi keuangan. 

   
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perkembangan teknologi blockchain telah 
menjadi tonggak penting dalam evolusi teknologi 
informasi modern. Awalnya diperkenalkan 
sebagai infrastruktur untuk mata uang kripto 
seperti Bitcoin, teknologi blockchain telah 
berkembang menjadi platform yang dapat 
digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk 
transaksi keuangan. Blockchain, dengan sifat 
desentralisasinya yang unik dan kemampuannya 
untuk menyimpan data secara aman dan 
transparan, telah mengubah paradigma dalam 
berbagai sektor ekonomi, termasuk perbankan, 
logistik, dan rantai pasok. 

Namun, seiring dengan kemajuan ini, timbul 
pula sejumlah tantangan hukum yang perlu 
diatasi. Dalam konteks transaksi keuangan, 
penggunaan kontrak pintar dalam teknologi 
blockchain menjadi perhatian utama. Kontrak 
pintar, yang merupakan kode pemrograman yang 
dieksekusi secara otomatis ketika kondisi tertentu 
terpenuhi, menimbulkan pertanyaan tentang 
kejelasan hukum, perlindungan konsumen, privasi 
data, dan pertanggungjawaban hukum. Misalnya, 
dalam kasus pelanggaran atau kegagalan sistem, 
siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana 
proses hukumnya berlangsung masih menjadi 
perdebatan. Oleh karena itu, penelitian ini 
bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis 
tantangan hukum yang terkait dengan 
pengembangan teknologi blockchain, dengan 
fokus khusus pada regulasi kontrak pintar dalam 
transaksi keuangan. Dengan memahami 
tantangan hukum ini secara lebih mendalam, 
diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi yang 
efektif untuk memperbaiki kerangka hukum yang 
ada, meningkatkan kejelasan hukum, dan 

mendorong inovasi yang berkelanjutan dalam 
teknologi blockchain. Pengembangan teknologi 
blockchain telah memberikan dampak yang 
signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, 
termasuk dalam bidang keuangan. Namun, 
seiring dengan kemajuan tersebut, timbul pula 
sejumlah tantangan hukum yang perlu diatasi. 
Salah satu tantangan utama adalah kejelasan 
hukum terkait dengan validitas kontrak pintar 
dalam transaksi keuangan. Kontrak pintar, yang 
merupakan kode pemrograman yang dieksekusi 
secara otomatis ketika kondisi tertentu terpenuhi, 
sering kali menimbulkan pertanyaan tentang 
keabsahan dan penegakan hukum. Masalah 
privasi data juga menjadi perhatian penting dalam 
pengembangan teknologi blockchain, di mana 
transparansi yang tinggi dari ledger publik dapat 
memperkenalkan risiko yang signifikan terhadap 
privasi individu. Selain itu, perlindungan 
konsumen dan pertanggungjawaban hukum 
dalam kasus kegagalan sistem atau pelanggaran 
menjadi isu-isu yang perlu diperhatikan secara 
serius dalam konteks penggunaan teknologi 
blockchain dalam transaksi keuangan. Studi 
kasus dilakukan untuk memahami bagaimana 
berbagai yurisdiksi menangani regulasi kontrak 
pintar dalam transaksi keuangan. Sejumlah 
negara, seperti Amerika Serikat, Singapura, dan 
Swiss, telah mengembangkan kerangka regulasi 
yang berbeda untuk mengatasi isu-isu hukum 
yang terkait dengan penggunaan kontrak pintar. 
Amerika Serikat, misalnya, telah mengadopsi 
pendekatan yang cenderung bersifat kasuistik, 
dengan pengadilan memutuskan validitas kontrak 
pintar berdasarkan fakta dan aspek hukum yang 
muncul dalam kasus tertentu. Di Singapura, 
pemerintah telah mengambil langkah-langkah 
untuk memperjelas status hukum kontrak pintar 
dan mengeluarkan panduan yang memfasilitasi 
penggunaan teknologi blockchain dalam transaksi 
keuangan. Sementara itu, Swiss telah 
mengadopsi pendekatan yang lebih terbuka, 
dengan berupaya untuk menciptakan lingkungan 
yang ramah terhadap inovasi teknologi blockchain 
dan kontrak pintar.  

Analisis perbandingan hukum dari berbagai 
yurisdiksi menunjukkan bahwa pendekatan yang 
berbeda-beda telah diambil dalam mengatasi 
tantangan hukum yang terkait dengan 
penggunaan kontrak pintar dalam transaksi 
keuangan. Beberapa negara telah mengadopsi 
pendekatan yang progresif, dengan menciptakan 
kerangka regulasi yang jelas dan mendukung bagi 
pengembangan teknologi blockchain. Contohnya, 
Singapura telah memperkenalkan panduan yang 
memfasilitasi penggunaan teknologi blockchain 
dalam transaksi keuangan, menciptakan 
lingkungan yang kondusif bagi inovasi di sektor 
tersebut. Di sisi lain, negara-negara lain seperti 
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Amerika Serikat dan Swiss juga telah 
memperkenalkan regulasi yang relevan, namun, 
pendekatannya mungkin lebih bersifat kasuistik 
dan belum mencapai tingkat konsistensi yang 
diinginkan. Meskipun beberapa negara telah 
mengambil langkah maju dalam mengatasi isu-isu 
hukum terkait kontrak pintar, masih ada 
perbedaan pendekatan yang signifikan di antara 
mereka. Misalnya, dalam kasus Amerika Serikat, 
pendekatan hukum cenderung mengandalkan 
putusan pengadilan berdasarkan fakta dan aspek 
hukum yang muncul dalam kasus tertentu. Di 
Singapura, pendekatan yang diambil lebih 
terstruktur dan didukung oleh panduan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan 
kejelasan hukum kepada pelaku industri. Di 
Swiss, pendekatan yang lebih terbuka telah 
diambil, dengan fokus pada menciptakan 
lingkungan yang ramah terhadap inovasi teknologi 
blockchain. Meskipun demikian, meskipun 
beberapa negara telah membuat kemajuan dalam 
menciptakan kerangka regulasi yang kondusif 
bagi penggunaan kontrak pintar, masih banyak 
aspek yang perlu diperbaiki untuk mencapai 
konsistensi dan kejelasan hukum yang lebih 
besar. Konsistensi hukum lintas yurisdiksi masih 
menjadi tantangan yang signifikan, dan 
harmonisasi regulasi antarnegara dapat 
memainkan peran kunci dalam menangani 
masalah ini. Selain itu, pembaruan terus-menerus 
terhadap regulasi untuk mengakomodasi 
perkembangan teknologi blockchain juga 
diperlukan agar kerangka hukum tetap relevan 
dan efektif. Dengan demikian, upaya kolaboratif 
antara negara-negara dan pemangku kepentingan 
lainnya di seluruh dunia akan menjadi kunci 
dalam mencapai keselarasan hukum yang lebih 
baik dalam penggunaan kontrak pintar dalam 
transaksi keuangan. Adapun pada penelitian ini 
juga dilakukan proses Wawancara dengan para 
ahli hukum dan praktisi industri keuangan 
mengungkapkan berbagai pandangan dan 
pemikiran tentang tantangan hukum yang 
dihadapi dalam pengembangan teknologi 
blockchain dan kontrak pintar. Para responden 
memberikan wawasan yang berharga tentang 
kompleksitas regulasi yang terkait dengan kontrak 
pintar dan menyatakan perlunya pendekatan yang 
hati-hati dalam mengatasi isu-isu tersebut. 

Para ahli mengakui bahwa regulasi kontrak 
pintar merupakan wilayah yang kompleks dan 
masih belum sepenuhnya terdefinisi dengan jelas 
dalam banyak yurisdiksi. Mereka menyoroti 
perbedaan pendekatan yang ada di berbagai 
negara dan menekankan perlunya harmonisasi 
regulasi untuk menciptakan lingkungan hukum 
yang lebih stabil bagi inovasi di sektor blockchain. 
Beberapa responden juga menyoroti kebutuhan 
akan pendekatan yang dinamis dalam perumusan 

regulasi, yang memungkinkan regulasi untuk 
beradaptasi dengan perkembangan teknologi 
blockchain yang cepat. Selain itu, pentingnya 
kerjasama antara pemerintah, industri, dan 
akademisi juga ditekankan oleh para ahli. Mereka 
menekankan bahwa pembuatan regulasi yang 
efektif memerlukan pemahaman yang mendalam 
tentang teknologi blockchain dan implikasinya 
terhadap sistem keuangan dan masyarakat 
secara keseluruhan. Dalam hal ini, keterlibatan 
aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam 
proses perumusan regulasi dianggap sangat 
penting untuk menciptakan kerangka regulasi 
yang sesuai dengan perkembangan teknologi 
blockchain. Para ahli juga menggarisbawahi 
pentingnya pendekatan yang proporsional dalam 
perumusan regulasi, yang mempertimbangkan 
risiko dan manfaat dari penggunaan teknologi 
blockchain. Mereka menegaskan bahwa regulasi 
yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi, 
sementara regulasi yang terlalu longgar dapat 
meningkatkan risiko bagi konsumen dan stabilitas 
pasar. Oleh karena itu, pendekatan yang 
seimbang dan responsif terhadap perkembangan 
teknologi blockchain dianggap sangat penting 
dalam menciptakan lingkungan hukum yang 
kondusif bagi pertumbuhan sektor ini. Secara 
keseluruhan, wawancara dengan para ahli 
memberikan pemahaman yang lebih dalam 
tentang kompleksitas tantangan hukum yang 
terkait dengan pengembangan teknologi 
blockchain dan kontrak pintar. Dengan melibatkan 
berbagai pemangku kepentingan dan mengadopsi 
pendekatan yang proporsional dan adaptif, 
diharapkan bahwa regulasi yang sesuai dengan 
perkembangan teknologi blockchain dapat 
diciptakan, yang akan mendukung inovasi yang 
berkelanjutan dan memastikan keadilan dan 
keamanan bagi semua pemangku kepentingan. 
Selain studi literatur, analisis perbandingan 
hukum, studi kasus, dan wawancara, data 
tambahan dari eksperimen atau analisis 
tambahan juga dapat memberikan wawasan yang 
berharga tentang tantangan hukum dalam 
pengembangan teknologi blockchain. Misalnya, 
survei atau penelitian lapangan dapat dilakukan 
untuk mengumpulkan data langsung dari 
pengguna teknologi blockchain dan kontrak pintar. 
Survei ini dapat mencakup pertanyaan tentang 
pemahaman mereka tentang regulasi yang 
berlaku, kekhawatiran privasi, dan pandangan 
mereka tentang peran pemerintah dalam 
mengatur teknologi blockchain. Selain itu, analisis 
statistik juga dapat digunakan untuk 
mengidentifikasi tren dan pola dalam penggunaan 
teknologi blockchain serta dampaknya terhadap 
aspek hukum. Dengan memperoleh data 
tambahan ini, pemahaman tentang tantangan 
hukum dalam pengembangan teknologi 
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blockchain dapat diperdalam, dan solusi yang 
lebih efektif dapat diusulkan untuk mengatasi isu-
isu yang ada. Selain itu, data tambahan ini juga 
dapat membantu dalam merancang regulasi yang 
lebih adaptif dan responsif terhadap 
perkembangan teknologi blockchain, sehingga 
dapat meningkatkan kejelasan hukum dan 
mengurangi ketidakpastian bagi para pemangku 
kepentingan. Dengan demikian, pendekatan yang 
holistik dan beragam dalam mengumpulkan data 
akan menjadi kunci untuk memahami secara 
komprehensif tantangan hukum dalam 
pengembangan teknologi blockchain. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan 
teknologi blockchain dan penggunaan kontrak 
pintar dalam transaksi keuangan membawa 
sejumlah tantangan hukum yang perlu diatasi. 
Meskipun telah ada upaya dari berbagai pihak 
untuk mengatasi isu-isu tersebut, masih ada 
ruang untuk perbaikan lebih lanjut dalam 
menciptakan kerangka regulasi yang konsisten 
dan komprehensif. Diperlukan kerjasama antara 
pemerintah, industri, dan akademisi untuk 
menciptakan lingkungan hukum yang kondusif 
bagi inovasi dalam teknologi blockchain dan 
kontrak pintar. Dengan demikian, penelitian ini 
memberikan kontribusi yang berharga dalam 
pemahaman tentang tantangan hukum dalam 
pengembangan teknologi blockchain dan 
memberikan landasan untuk pengembangan 
regulasi yang lebih baik di masa depan. 

 

4. KESIMPULAN 
Melalui penelitian ini, diperkuat pemahaman 
bahwa tantangan hukum dalam pengembangan 
teknologi blockchain tidak hanya bersifat lokal, 
tetapi juga bersifat global. Perlunya kerja sama 
lintas yurisdiksi menjadi semakin penting dalam 
mengatasi kerumitan regulasi yang terkait dengan 
kontrak pintar dan teknologi blockchain secara 
umum. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti 
pentingnya keterlibatan para ahli, baik dari bidang 
hukum maupun industri keuangan, dalam proses 
perumusan regulasi. Wawancara dengan para 
ahli menunjukkan bahwa kolaborasi antara 
pemerintah, industri, dan akademisi sangatlah 
krusial untuk menciptakan regulasi yang efektif 
dan berkelanjutan. Selanjutnya, penelitian ini 
memberikan pandangan yang lebih luas tentang 
peran teknologi blockchain dalam transformasi 
ekonomi global. Meskipun ada tantangan yang 
harus diatasi, potensi teknologi ini untuk 
meningkatkan efisiensi, transparansi, dan 
inklusivitas dalam sistem keuangan sangatlah 
besar. Dengan demikian, kesimpulan dari 
penelitian ini menegaskan pentingnya 
mengadopsi pendekatan yang holistik, adaptif, 
dan berkelanjutan dalam mengembangkan 
regulasi untuk teknologi blockchain. Hanya 

dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa 
teknologi ini memberikan manfaat maksimal bagi 
masyarakat secara keseluruhan, sambil tetap 
meminimalkan risiko dan menjaga keadilan dan 
keamanan. 

Pendekatan yang holistik 
mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk 
kepentingan semua pemangku kepentingan dan 
dampak teknologi ini terhadap ekonomi dan 
masyarakat. Sementara itu, pendekatan yang 
adaptif mengakui sifat dinamis dari teknologi 
blockchain dan memungkinkan regulasi untuk 
beradaptasi seiring waktu sesuai dengan 
perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. 
Regulasi yang berkelanjutan memastikan bahwa 
kerangka hukum yang dibangun tidak hanya 
efektif untuk saat ini, tetapi juga relevan dan dapat 
diterapkan dalam jangka panjang. Dengan 
demikian, teknologi blockchain dapat terus 
berkembang dan memberikan manfaat yang lebih 
besar bagi kemajuan ekonomi dan sosial, sambil 
tetap memperhatikan aspek keamanan dan 
keadilan yang sangat penting bagi masyarakat 
secara keseluruhan. 
 

UCAPAN TERIMAKASIH 
Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak 
yang telah mendukung terlaksananya penelitian 
ini. 
 

REFERENCES   
[1] K. Y. Saragih, “Tindakan Proaktif Perbankan 

dalam Mengatasi Kredit Macet,” vol. 2, 2023. 
[2] M. Sitorus, K. Nizar, and S. Dewi, “Pengaruh 

Pelatihan Dan Penerapan Sistem Keselamatan 
Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap 
Produktivitas Kerja Karyawan PT. Dwitunggal 
Jayalestari Medan,” J. Ekon. Akutansi Dan 
Manaj. Nusant., vol. 2, no. 1, pp. 29–35, Aug. 
2023, doi: 10.55338/jeama.v2i1.59. 

[3] S. Barokah, S. Ramlah, W. C. T. Pratama, R. N. 
Cahyani, and A. Purwanti, “Pengaruh Kinerja 
Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi 
pada Perusahaan Sektor Pertambangan Tahun 
2019-2022 yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia),” vol. 2, 2023. 

[4] W. Walipah and N. Naim, “Pengaruh Karakteristik 
Wirausaha, Inovasi Produk Terhadap 
Keberhasilan Usaha,” J. Ekon. Akutansi Dan 
Manaj. Nusant., vol. 2, no. 1, pp. 43–48, Aug. 
2023, doi: 10.55338/jeama.v2i1.61. 

[5] A. Andry, I. M. Andariyani, and F. Firmansyah, 
“Pengaruh Hutang Jangka Pendek Dan Jangka 
Panjang Serta Modal Terhadap Laba 
Perusahaan Pada PT. Yodya Karya (Persero) 
Cabang Pekanbaru,” J. Ekon. Akutansi Dan 
Manaj. Nusant., vol. 1, no. 2, pp. 88–96, Feb. 
2023, doi: 10.55338/jeama.v1i2.27. 

[6] S. Ramlah, T. Fatkhurrokhman, S. Barokah, W. 
C. T. Pratama, and W. B. Anggoro, “Pengaruh E-
Servicescape Dalam Meningkatkan Loyalitas 
Pelanggan Melalui Kepercayaan Dan Perceived 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


Ateku : Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi 
Volume 1 Nomor 2 April 2024 
E-ISSN : 3046-4897 |Hal : 55-61 

  61 
 
This is an open access article under the CC BY-SA license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by PT. Lembaga Dongan Dosen 

Value Sebagai Variabel Mediasi (Studi Pada 
Pengguna Shope Di Jawa Tengah),” J. Ekon. 
Akutansi Dan Manaj. Nusant., vol. 2, no. 1, pp. 
36–42, Aug. 2023, doi: 10.55338/jeama.v2i1.56. 

[7] A. M. Silalahi and I. Tajudin, “Penetapan 
Tersangka yang Dibatalkan: Isu Hukum dan 
Profesionalisme Penegak Hukum,” vol. 1, 2023. 

[8] C. Windreis, “Hubungan antara Profitabilitas, 
Komposisi Aktiva, dan Struktur Modal pada 
Industri Susu Olahan dan Makanan yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-
2021,” J. Ekon. Akutansi Dan Manaj. Nusant., 
vol. 1, no. 2, pp. 80–87, Feb. 2023, doi: 
10.55338/jeama.v1i2.26. 

[9] A. R. Alamsyah, J. Jessen, J. Kharisma, R. 
Anggraini, and S. S. Muliati, “Analisa Penerapan 
Sistem Manajemen Operasional Pada PT. 
Unilever Tbk.,” J. Ekon. Akutansi Dan Manaj. 
Nusant., vol. 1, no. 2, pp. 72–79, Feb. 2023, doi: 
10.55338/jeama.v1i2.20. 

[10] B. Simamora, “Analisis Hubungan antara 
Pelatihan, Prestasi Kerja, dan Pengembangan 
Karir Pegawai di Dinas Bina Marga dan 
Pengairan Kota Pematangsiantar,” vol. 2, 2023. 

[11] T. Napitupulu, “Analisis Hukum Terhadap 
Penggunaan Teknologi Blockchain dalam 
Transaksi Keuangan dan Kontrak Pembiayaan,” 
vol. 1, 2023. 

[12] M. Sitorus, S. L. Al Faris, and J. H. Sianipar, 
“Analisis Pengaruh Human Relation (Hubungan 
Antar Manusia) dan Kondisi Lingkungan Kerja 
Terhadap Etos Kerja dan Kinerja Karyawan PT. 
Torganda Medan,” J. Ekon. Akutansi Dan Manaj. 
Nusant., vol. 2, no. 2, pp. 73–81, Feb. 2024, doi: 
10.55338/jeama.v2i2.85. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

